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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri” 

(QS. Ar-Rad: 11) 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui 

sedang kamu tidak mengetahui” 

(QS Al-Baqarah: 216) 

Stop Comparing Yourself to Others 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang 

diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional atau yang selanjutnya disingkat menjadi (UU SJSN) yang berbunyi:1 

“Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya yang layak” 

Dalam Pasal tersebut dinyatakan Jaminan Sosial adalah satu bentuk 

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Maka dari itu jaminan sosial dalam artian 

usaha yang meliputi setiap bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf 

hidup manusia dalam mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, 

dan kemiskinan. 

Konsep jaminan sosial merupakan bantuan untuk menjawab permasalahan 

sakit, kecelakaan, kelahiran, ketidak mampuan, kesehatan, kematian, tidak adanya 

pekerjaan yang dilakukan melalui asuransi. Program jaminan sosial di Indonesia 

ditunjukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya 

secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Pengaturan tentang jaminan sosial
 

1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40,  tentang Sistem Jaminan Sosial, Tahun 

2009, Lembaran Negara Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067 
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ini sebenamya juga telah menjelaskan usaha-usaha pemerintah di bidang 

kesejahteraan sosial antara lain meliputi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 yang berbunyi:2 

“Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu 

sistem jaminan sosial” 

Pemelihaan dari kesejahteraan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) merupakan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa 

penyelenggaraan jaminan sosial. Dalam penyelenggaraan suatu program apalagi 

dalam konteks besar seperti jaminan sosial, dipelukannya melakukan pelayanan 

administrasi yang mencakup segala aspek pelayanan jaminan sosial yang ada dan 

yang akan diberikan tersebut. Penyelenggaraan administrasi sendiri dapat diartikan 

sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan 

atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, 

dalam hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan sosial yang merata bagi seluruh 

rakyat di Indonesia. 

Sebagai negara hukum yang dalam artian setiap orang memiliki kedudukan 

yang sama satu sama lain didepan hukum dan segala perbuatan pemerintah harus 

berdasarkan hukum dalam semua kebijakan dan keputusannya. Terkait badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial harus juga harus dibentuk dengan Undang-Undang 

sehingga terbentuklah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 

 
2 Ibid. 
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Jaminan Sosial sebagai bentuk kepastian pemerintah dalam menyelenggarakan 

layanan jaminan sosial untuk masyarakat Indonesia. 

Penerima layanan jaminan sosial mencakup berbagai kelompok masyarakat 

yang rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi. Di Indonesia, program jaminan sosial 

dirancang untuk mencakup berbagai segmen masyarakat, mulai dari anak-anak, ibu 

hamil, lansia, pekerja formal maupun informal, serta individu yang memerlukan 

perlindungan khusus dan lebih tepatnya diperuntukan untuk seluruh masyarakat 

Indonesia. 

Pada penjelasan di atas bahwa anak merupakan salah satu subjek dari 

penerima layanan jaminan sosial. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk yang masih berada di dalam 

kandungan belum menikah, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.3 Dalam 

hal ini, anak sebagai subjek hukum mempunyai hak yang diakui dan dilindungi oleh 

hukum dan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, orang tua, masyarakat dan 

negara bahkan sejak dalam kandungan sebab anak merupakan generasi penerus 

bangsa yang harus mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus, baik dari 

keluarga, masyarakat, maupun negara. 4 

Perlindungan terhadap hak anak telah menjadi isu penting yang diakui secara 

global, terutama melalui Konvensi Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh Perserikatan 

 
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39, tentang Hak Asasi Manusia, Tahun 1999, 

Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886  
4 I Wayan Edy Darmayasa, et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur 

Sebagai Pengemis”., Jurnal Interpretasi Hukum., Vol. 1, Nomor. 2 tahun 2020, hlm. 104 
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Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989, serta berbagai instrumen hukum nasional 

yang telah mengatur perlindungan tersebut.5 Berdasarkan Konvensi PBB tahun 1989 

tentang Hak Anak, hak penting anak diantaranya adalah berhak atas asuhan dari 

keluarganya, berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosial, berhak mendapatkan perlindungan sejak di dalam kandungan dan 

setelah lahir. 

Hak anak dalam pemenuhan yang menjadi tanggung jawab dari orangtua 

secara sepihak itu merupakan kewajiban dan anak tidak harus melakukan timbal balik 

atas hal itu dikarenakan setiap anak memerlukan orang tua untuk bertahan hidup, 

bertumbuhkembang dan mendapat perlindungan yang layak.6 Dalam hal tanggung 

jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran 

masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yaitu dengan mencontohkan 

hal-hal dan mengajarkan segala sesuatu yang baik pada anak sesuai dengan 

perkembangan usianya. 

Berbeda halnya dengan kewajiban dari orang tua dan masyarakat dalam 

perlindungan hak daripada anak. Pada Pasal 28D ayat (1), disebutkan bahwa setiap 

orang itu berhak atas segala jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum yang 

sama dihadapan hukum. Dalam konteks setiap orang yang berarti orang ini adalah 

semua warga negara Indonesia yang memiliki hak asasi masing-masing sejak lahir, 

 
5  Moh Sohib, “Perlindungan Hak Anak Berdasarkan The Correlative Of A Duty”, STIH 

Painan., Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2023, hlm.21 
6 Ibid, hlm 18 
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yang dalam hal ini dalam anak yang menjadi pihak pertama yang dalam mendapatkan 

jaminan perlindungan dari pemerintah maka pada Pasal 28B ayat (2) disebutkan 

bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan dari hidupnya untuk tumbuh dan 

berkembang sebagai hak-hak dasar yang dimiliki seluruh anak di Indonesia. 

Indonesia merupakan negara yang memegang teguh prinsip administrasi 

dalam segala aspek kehidupan, penyelenggaraan pelayanan negara di semua bidang 

harus didasarkan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 7  Dalam rangka 

pemenuhan hak-hak anak di Indonesia maka diperlukannya kerjasama antara 

pemerintah baik pusat maupun daerah dikarenakan penyelenggaraan kekuasaan 

pemerintah dan administrasi negara Republik Indonesia dengan memanfaatkan segala 

kemampuan aparatur negara, keuangan dan lembaga-lembaga negara untuk 

mewujudkan tujuan memenuhi hak-hak anak di Indonesia. 

Dalam kenyataannya, hak-hak anak masih dapat dikatakan minim sekali 

pemenuhannya dikarenakan berbagai aspek. Mulai dari orangtua yang tidak 

bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup anaknya, hingga keterbatasan dari 

kehidupan orangtuanya dalam memenuhi hak-hak anak yang sepatutnya. Pemerintah 

sebagai pihak yang memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dan pemenuhan 

segaka hak-hak untuk anak di Indonesia seperti anak berhak atas keberlangsungan 

dari hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sebagai hak-hak dasar yang dimiliki 

seluruh anak di Indonesia. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung 

 
7  Obsatar Sinaga, “Implementasi Sistem Administrasi Negara Indonesia dan Peranan 

Lembaga Negara dalam Membangun NKRI”, Administratur, Vol. 1 Nomor. 3 Tahun 2007, hlm 64.  
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jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak. 

Upaya menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya 

adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah 

satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin 

dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Sejalan dengan yang dijelaskan di atas sebelumnya bahwa perlindungan anak 

perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai 

anak berusia delapan belas tahun yang mana bertujuan memberikan yang terbaik 

untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas 

penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan 

dalam 2 (dua) bagian yaitu: 

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan 

dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. 
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2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan 

dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.8 

Pemenuhan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, perlindungan 

hukum hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial 

perlu ditekankan, sebab dalam memenuhi perlindungan pada bidang tersebut, ada 

banyak sekali hal-hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah yang diharapkan 

dapat memenuhi segala aspek bidang kebutuhan dan pemenuhan hak anak di 

Indonesia. 

Pada UU SJSN tidak dijelaskan dan ditegaskan secara rinci dan khusus 

terkait penyelenggaraan layanan jaminan sosial untuk anak, tetapi hanya 

keseluruhan warga negara. Akan tetapi pada Pasal 5 ayat (4), disebutkan terkait 

diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada Undang-

Undang ini dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang lainnya. 

Dikarenakan hal tersebut, dalam perlindungan diluar yang telah dijamin dengan 

peraturan di atas, pembentukan peraturan baru yang terpisah-pisah membuat 

penyelenggaraan daripada administrasinya pasti berbeda-beda dan tidak menjadi 

satu penyelenggaraan administrasi. Dalam upaya memenuhi perlindungan hukum 

hak anak dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial, maka 

perlu diketahui terlebih dahulu pengaturan terkait perlindungan-perlindungan 

hukum atas hak anak yang diatur oleh konstitusi di Indonesia. Dalam hal 

 
8  Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan 

Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11 Nomor 2 Tahun 2016, hlm.253 
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memadai dari hak untuk tumbuh dan bekembang dengan mendapatkan jaminan 

sosial. Dalam rangka pemenuhan dari hak-hak dasar dari setiap anak di Indonesia 

tersebut, perlunya diadakan tindakan terkait pemenuhan jaminan sosial untuk 

mendukung atas hak-hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh negara yang dalam 

hal ini oleh pemerintah. 

Terhadap berbagai bentuk pengaturan terkait penyelenggaraan 

administrasi pelayanan jaminan sosial khusus anak yang dilakukan pemerintah 

tetap tidak dapat lepas dari kesadaran dari seluruh warga negara yang ada, 

dikarenakan dalam mengupayakan suatu penyelenggaraan administrasi apalagi 

dalam bidang jaminan sosial yang merupakan salah satu hal yang penting bagi 

seluruh warga negara, maka kerjasama yang baik diantara semua pihak yang 

terlibat akan mempermudah terlaksananya hal tersebut.  Maka dari itu, penulis 

tertarik dengan membahas topik ini dalam skripsi penulis dengan judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK DALAM PENYELENGGARAAN 

ADMINISTRASI PELAYANAN JAMINAN SOSIAL”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang mana sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum hak anak dalam penyelenggaraan 

administrasi pelayanan jaminan sosial? 

2. Bagaimana Implikasi dari perlindungan hukum hak anak dalam 

penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

tujuan penelitian yang akan dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak anak dalam penyelenggaraan 

administrasi pelayanan jaminan sosial. 

2. Untuk mengetahui Implikasi dari perlindungan hukum hak anak dalam 

penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis, Secara hakikatnya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi yang lebih jelas dan terperinci hak-hak dari anak di 

Indonesia dalam hal khususnya mendapatkan berbagai jaminan sosial 

yang telah dijamin oleh negara dengan berbagai bentuk-bentuk 

penyelenggaraan dalam mewujudkan terlaksananya perlindungan jaminan 

sosial untuk anak serta dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman 

dalam bidang administrasi Negara kemudian kedepannya dapat dijadikan 

menjadi suatu acuan maupun kepustakaan untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang bagaimana perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan 

administrasi pelayanan jaminan sosial. 
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2. Secara praktis, 

a) Bagi Pemerintah, dapat memberikan masukan untuk terus 

melakukan pemantauan dan pembaharuan jenis dari penyaluran 

pelayanan jaminan sosial ini dengan lebih mengefisienkan berbagai 

jenis pelayanan jaminan sosial ini. 

b) Bagi Masyarakat, dapat memberikan pengetahuan dan 

kesadaran pada masyarakat akan banyaknya program yang 

disediakan oleh pemerintah untuk membantu dalam 

mempermudah pemenuhan hak-hak anak dalam jaminan sosial 

agar seluruh anak di Indonesia dapat mendapatkan dan merasakan 

kehidupan layak yang sama. 

E. Ruang Lingkup 

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis dalam cakupan permasalahan 

mengenai Perlindungan Hak Anak Dalam Penyelenggaraan Administrasi 

Pelayanan Jaminan Sosial. Penulis sendiri tertarik mengangkat dari topik ini 

dikarenakan masih banyak sekali masyarakat yang tidak memanfaatkan pelayanan 

yang telah diberikan oleh pemerintah dengan berbagai alasan sehingga kurangnya 

tercapai target dari pelayanan dalam bidang jaminan sosial untuk anak. Ruang 

lingkup ini diadakan berfungsi agar pembahasan dari penulisan ini tidak keluar 

dari topik yang akan diangkat. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Teori Hak Asasi Manusia 

Menurut John Locke, manusia sejak dilahirkan telah memiliki 

kebebasan dan hak-hak asasi. Hak ini adalah hak yang dimiliki 

manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya dan HAM 

itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat 

diperoleh atau dicabut oleh negara. 9  Hak asasi manusia (HAM), 

merupakan hak yang melekat pada setiap insan manusia yang bersifat 

kodrati dan fundamental yang harus dilindungi dan dihormati sejak 

lahir dan tidak dapat diganggung oleh orang lain. Begitu pula upaya 

menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi 

kewajiban dan tanggung jawab bersama antara invididu dan negara.10 

Dengan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Hak Asasi 

Manusia merupakan hak-hak moral yang dimiliki oleh semua orang 

secara setara dan dimiliki oleh semua masyarakat dan tak dapat 

diganggu gugat oleh pihak manapun. Dalam konteks hak yang dimiliki 

dan tidak dapat diganggu, hak tersebut dimiliki sejak lahir yang mana 

dimulai dari saat menjadi anak. Hak anak sendiri yakni hak untuk 

perlindungan khusus, kesempatan, dan fasilitas yang memungkinkan 

anak untuk berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas 

 
9 Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan dan Pengaturan), Yogyakarta: 

Thafa Media, 2019, hlm. 15 
10 Susani Triwahyungingsih, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di 

Indonesia”, Jurnal Legal Standing, Vol. 2, Nomor 2 tahun 2018.hlm.113. 
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dan bermanfaat. Oleh karena itulah penulis menggunakan teori ini 

untuk menganalisis bagaimana hak-hak anak yang secara moral dan 

secara keseluruhan dilindungi oleh negara.11 

Di Indonesia konsep dari HAM secara tegas diakui dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 dan negara kita melaksanakannya kepada 

segala kalangan masyarakat. Hak asasi anak di Indonesia dijamin 

dengan jelas dalam konstitusi kita dan mendapatkan hak konstitusional 

atas hal tersebut. Hal ini berkaitan dengan bagaimana perlindungan 

dalam menjamin hak-hak anak di Indonesia, maka teori HAM ini 

penulis gunakan untuk mengetahui hak-hak anak apa saja yang 

perlindungannya dijamin negara.12 

2. Teori Negara Kesejahteraan 

Menurut Soetarso, pengertian dari kesejahteraan memiliki 

beberapa makna antara lain: 

a) Sebagai kondisi sejahtera, dalam kondisi ini memenuhi dari 

kebutuhan atas material maupun non-material, yang 

menimbulkan suatu kondisi sejahtera dari kehidupan manusia 

dengan terciptanya rasa aman dikarenakan kebutuhan dasar 

akan kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal telah terpenuhi 

 
11 Silvia Fatmah Nurusshobah, “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia”, 

Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pekerjaan Sosial”, Vol. 1, Nomor 2 tahun 2019, hlm. 127 
12 Achmadudin Rajab, “Hak Asasi Dalam Undang-Undang Yang Dihasilkan Oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat”, Jurnal RechtsVinding, tahun 2020, hlm. 2 
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dan mendapatkan perlindungan atas berbagai hal dalam 

kehidupan. 

b) Sebagai pelayanan sosial, dalam hal melayani kebutuhan dari 

orang lain dengan terorganisasi yang bertujuan untuk memberi 

bantuan kepada kelompok masyarakat sehingga berkesesuaian 

dengan sesama dan lingkungan hidupnya.13 

Kesejahteraan sosial dalam hal secara umum berarti sebagai 

aktivitas secara terstruktur dari instansi pemerintah yang bertujuan 

untuk mencegah maupun meringankan masalah-masalah sosial yang 

ada. Kesejahteraan sosial mencakup aspek aspek hukum, program, 

maupun layanan yang ditunjukan terkait kebutuhan sosial dalam 

peningkatan taraf hidup seseorang. 

Kesejahteraan sosial mempunyai peranan dalam menjamin dari 

pembangunan dengan penyediaan layananan terstruktur dan 

penyediaan dari lembaga-lembaga yang memberikan bantuan khusus 

terkait pemberian bantuan kepada seseorang dalam hidupnya. Dalam 

artian Negara Kesejahteraan (welfare state) dapat diartikan sebagai 

sebuah negara yang pemerintahannya bertanggung jawab di dalam 

menjamin segala jenis kesejahteraan hidup bagi setiap warga 

negaranya. Negara kesejahteraan sendiri menyediakan pelayanan 

 
13 Soetarso, Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijaksanaan Sosial. Bandung: ST 

Kesejahteraan Sosial, 1982, hlm. 36 
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sosial untuk seluruh penduduk negaranya baik orang tua, pria wanita, 

kaya miskin dan terutama untuk anak-anak yang dalam tujuannya 

untuk meningkatkan kesejahteraan dari warga negaranya dengan adil 

dan terus menerus secara berkelanjutan. 14 

Dalam mewujudkan kesejahteraan negara, maka 

pertanggungjawaban negara merupakan kewajiban yang harus 

dipenuhi sebagai pengorbanan dari pihak yang bertanggung jawab. Di 

Indonesia, kekuasaan yang dimiliki oleh negara demokrasi tidak hanya 

semata-mata didapatkan begitu saja tetapi merupakan pemberian dari 

masyarakat dikarenakan sebagai negara demokrasi masyarakat 

menyerahkan segala kekuasaan atas hak-haknya kepada negara yang 

dalam hal ini memiliki wewenang dalam menjalankan tugas untuk 

melindungi hak-hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat agar dapat 

mencapai sebuah kesejahteraan.15 

Negara yang menganut paham negara kesejahteraan (welfare 

state) mencantumkan bagaimana bentuk dari kesejahteraan yang 

mereka anut di dalam konstitusinya atau pada undang-undang 

dasarnya. Indonesia sendiri sejak dulu telah disampaikan oleh pendiri 

bangsa yang tertuang Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebutlah 

 
14 Ibid, hlm. 108 
15 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, 

hlm. 48 
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yang membuat penulis menggunakan teori ini dikarenakan sangat 

relevan dengan permasalahan yang penulis teliti tentang bagaimana 

perlindungan hak anak dalam pelayanan sosial itu sendiri. 

3. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum mendasar kepada tatanan yang ada dalam 

sistem hukum suatu negara yang diupayakan untuk melindungi hak-

hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam 

masyarakat dengan tujuan agar setiap orang tanpa terkecuali 

mendapatkan hak yang sama dengan sama adilnya dan semua haknya 

dijamin oleh hukum. 16  Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan 

hukum ialah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan 

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum sendiri 

tediri atas dua bentuk yaitu: 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, 

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif17 

 
16  Maksum Rangkuti, “Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh”, 

fahum.umsu, 02 Agustus 2023, https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-

dan-contoh/, diakses pada 30 Agustus 2024 
17 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indoensia, Surabaya: PT. Bina 

Ilmu, 1987, hlm.18 

https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/
https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/
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Perlindungan hukum yang preventif adalah perlindungan 

hukum yang bersifat pencegahan, yang memberikan kesempatan 

kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atas suatu 

keputusan pemerintah sebelum suatu keputusan tersebut bersifat 

definitif18 Dalam hal ini pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam 

mengambil segala keputusan dengan meminta pendapat rakyat terkait 

dengan rencana dari keputusan yang akan dibuat. Perlindungan hukum 

represif yang bermaksud untuk menyelesaikan sengketa apabila 

terjadi. Perlindngan hukum ini terkait dengan tindakan dari pemerintah 

yang bersumber pada konsep perlindungan hukum terhadap segala 

hak-asasi manusia.19 

Perlindungan hukum terhadap rakyat sendiri dikelompokan 

menjadi dua, yaitu pengadilan lingkup peradilan umum dan instansi 

pemerintah yang menjadi lembaga banding administrasi. Dalam hal ini 

perlindngan hukum terhadap rakyat sendiri melalui lembaga banding 

administrasi yaitu permintaan yang dilakukan oleh pihak yang merasa 

dirugikan oleh tindakan pemerintah.20 

 
18 Ibid. 
19 Ibid, hlm. 19 
20 Ibid, hlm. 21  
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4. Teori Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan elemen yang penting di dalam 

penyelenggaraan suatu pemerintahan. Pelayanan publik dapat dengan 

sederhana dipahami berbagai pihak sebagai pelayanan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah tekait semua barang dan jasa, serta 

administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang selanjutnya 

dsebut dengan pelayanan publik. 21  Pelayanan publik sendiri tidak 

terpisahkan dari administrasi publik dikarenakan administrasi publik 

adalah bentuk dari hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam hal 

melakukan peningkatan responsibilitas melalui penyelenggaraan 

pelayanan-pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. 22 

Dalam hal administrasi publik yang berkaitan dengan pelayanan 

publik, terdapat tiga perspektif dalam administrasi publik yaitu, Old 

Public Administration (OPA), New Public Management (NPM) , dan 

New Public Service (NPS) . 23 Seiring perkembangan zaman dan 

pandangan yang terus berubah, J.V Denhardt dan R.B Denhardt tahun 

2003 memperkenalkan paradigma The New Public Service dengan 

 
21 Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif, Yogyakarta: 

Universitas Gajah Mada Press, 2015, hlm. 14 
22 Beddy Iriawan Maksudi, Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik ke Kontemporer, 

Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 225 
23 Ibid, hlm. 247 
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tujuan menyarankan untuk meninggalkan prinsip Administrasi yang 

digunakan sebelumnya. 24 

Gagasan NPS, muncul sebagai suatu upaya kritikan terhadap 

NPM yang dianggap gagal dalam administrasi dibanyak negara. Hal 

ini disebabkan karena NPM sendiri merupakan pelayanan publik yang 

beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih 

baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. 25 

Menurut Denhardt dan Denhardt, kepentingan publik itu adalah 

masyarakat, maka dari itu administrator publik itu seharusnya lebih 

memusatkan dari tanggung jawab dalam melayani warga negaranya 

dengan pengelolaan dari implementasi kebijakan publik dengan posisi 

warga negara yang dikedepankan dengan peranan dari pemerintah. 26 

Teori NPS memberikan pemaknaan bahwa adanya perbedaan dan 

partisipasi dan hak asasi warga negara yang merupakan hasil dari 

perumusan nilai di tengah masyarakat yaitu nilai keadilan, transparansi 

serta akuntabilitas yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik.27Hal 

ini berkaitan dengan prinsip NPS yaitu: 28 

 

 
24 Ibid, hlm. 304 
25 Ibid, hlm. 308 
26 Ibid. 
27 Ibid, hlm. 305 
28 Ibid, hlm. 313 
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1. Melayani warga negara, bukan pelanggan 

2. Mengutamakan kepentingan publik 

3. Nilai kewarganegaraan lebih baik dari kewirausahaan 

4. Berpikir strategis, bertindak demokrasi 

5. Melayani daripada mengarahkan 

Maka dalam hal itu, terkait penyelenggaraan pelayanan publik 

sendiri mencakup berbagai layanan meliputi berbagai sektor seperti 

kesehatan, pendidikan, transportasi, keamanan, dan layanan sosial, 

serta diberikan tanpa memandang status atau latar belakang individu. 

Prinsip-prinsip dari NPS sangat berkaitan dengan penelitian yang 

penulis lakukan, hal ini dikarenakan dalam memberikan segala 

layanan yang diberikan pada seluruh masyarakat tanpa terkecuali ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakat dengan menyediakan akses yang merata dan adil terhadap 

layanan dasar yang dibutuhkan. Dalam arti Pemerintah sebagai 

penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa layanan ini tersedia, berkualitas, dan dapat diakses oleh semua 

orang, tanpa diskriminasi. 29 

 
29 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. (2024, juli), LKPP Wujudkan 

Pelayanan Publik yang Inklusif, Dikutip dari:https://www.lkpp.go.id/read/bu/lkpp-wujudkan-

pelayanan-publik-yang-inklusif.,  pada 20 Agustus 2024 

https://www.lkpp.go.id/read/bu/lkpp-wujudkan-pelayanan-publik-yang-inklusif
https://www.lkpp.go.id/read/bu/lkpp-wujudkan-pelayanan-publik-yang-inklusif
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Untuk mencapai cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) 

haruslah diselenggarakan pelayanan publik (public service) yang 

terjamin kualitasnya. Kondisi tersebut juga berpengaruh kepada 

penyelenggaraan pemerintah dalam hal pelayanan publik (public 

services). Harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat dan 

biaya yang pantas terus mengemuka dalam perkembangan 

penyelenggaraan pemerintahan.30 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian sendiri merupakan suatu cara dalam ilmiah yang 

digunakan untuk mendapatkan suatu data yang sesuai yan gmana dengan tujuan 

untuk membuktikannya dengan suatu pengetahuan tertentu agar dapat digunakan 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam bidang tertentu. Menurut 

Soerjono Soekanto sendiri, maksud dari penelitian hukum sendiri adalah suatu 

kegiatan ilmiah merupakan kegiatan ini disesuaikan dengan metode serta 

sistematika serta suatu pemikiran tertentu yang mana tujuannya untuk 

mempelajari suatu atau lebih dari gejala hukum dengan cara menganalisis. Selain 

itu juga dapat dilakukan sebuah pemeriksaan yang lebih mendalam pada faktor 

hukum yang diteliti dan kemudian berusaha untuk memecahkan permasalahan-

permasalahan yang timbul pada suatu gejala yang berkaitan. 

 
30 Nuriyanto, “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indoenesia Sudahkah Berlandasakan 

Konsep ”Welfare State?””, Jurnalkonstitusi.mkri.id, Vol. 11 Nomor 3 Tahun 2014, hlm. 434 
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Pada penulisan penelitian ini, penulis memakai metode penelitian berikut 

ini: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian kali ini adalah 

penelitian normatif.  Di dalam penelitian normatif, dalam penelitian 

hukum normatif ini hanyalah dengan melakukan penelitian pada data 

sekunder atau yang biasa dikonsepkan menjadi suatu hal yang tertulis 

pada perundang-undangan dan juga pada kaidah/norma hukum serta 

penelitian normatif sendiri menyoroti pada bidang asas hukum, dan kaidah 

hukum, pada peneliatin kali ini penulis memakai penelitian terhadap asas 

–asas hukum.31 

Pada peneliti normatif yang menajdi fokus utama penelitian itu 

bahan hukum atau peraturan yang tertulis dan juga berlaku pada 

kehidupan kita bermasyarakat ini.32 Jika dikaitkan dengan definisi di 

atas, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

normatif, oleh karena yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini 

berfokus pada bahan sekunder yaitu pada bahan kepustakaan yang 

menjadi data dalam menganalisis permasalahan yang ada. 

 
31  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatiff, Jakarta; PT. Raja 

Grafindo Persada, 2009, hlm. 13 
32   Muhammad Siddiqin, Penetuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, (Aceh: 

Lembaga Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 11 
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2. Metode Pendekatan Penelitian 

Di dalam Penelitian Normatif, ada banyak pendekatan-

pendekatan yang dapat dipakai tetapi harus disesuaikan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, jika didasarkan 

dengan jenis penelitian maka penulis memilih menggunakan 

pendekatan Perundang-undangan (statue Approach) serta Pendekatan 

Konseptual (conceptual Approach) karena berkesesuaian. 

a. Perundang-undangan (statue Approach) 

Pendekatan perundang-undangan ini merupakan 

pendekatan yang digunakan dengan cara memahami serta 

menganalisis perundang-undangan serta ketentuan hukum 

dengan asas-asas hukum yang ada di dalam peraturan 

perundang-undangan dengan membedah daripada semua 

perundang-undang yang berkaitan dengan isu/permasalahan 

hukum yang. 33  Pendekatan perundang-undangan dalam 

penelitian ini membantu penulis dalam menganalisis 

berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan perlindungan hak anak dalam jaminan sosial dengan 

bagaimana memenuhi hak anak praktik yang terjadi dalam 

administrasi pelayanan jaminan sosial. 

 
33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 

2013, hlm. 113 
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b. Pendekatan Konseptual (conceptual Approach). 

Pendekatan konseptual ini lebih kepada penelitian pada 

suatu konsep-konsep hukum yang berkaitan seperti, lembaga 

hukumnya, sumber hukum serta dari fungsi hukum itu sendiri. 

Dalam pendekatan ini dipakainya doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam perumusan hukum itu sendiri, dalam 

mencari isu-isu hukum yang berkesesuaian dengan 

permasalahan dan pendekatan yang dipakai. 34  Penggunaan 

pendekatan konseptual dalam hal ini membantu penganalisisan 

antara kebijakan yang ada dengan regulasi yang ada dalam 

melindungi hak anak dalam jaminan sosial dan membantu 

memahami teori-teori yang digunakan dalam penelitian terkait 

perlindungan hukum hak anak dalam penyelenggaraan 

administrasi pelayanan jaminan sosial. 

3. Bahan Penelitian 

Dalam penelitian hukum normatif dapat dikatakan bahwa bahan 

kepustakaan itulah yang menjadi bahan inti/dasar yang dijadikan bahan 

dalam penelitian atau yang biasa disebut juga dengan bahan hukum 

sekunder. Penelitian hukum normatif sendiri diawali dengan konsep 

 
34 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.57 
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norma hukum,35 dalam penelitian hukum normatif bahan-bahan hukum 

yang digunakan antara lain adalah bahan hukum sekunder yang sendiri 

terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan 

hukum tersier.36 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer pada dasarnya tidak berpacu 

pada putusan pengadilan akan tetapi terhadap peraturan 

perundang-undangan, yang mana dalam hal ini undang-undang 

dasar memiliki otoritas tertinggi dan juga peraturan perundang-

undangan di bawahanya yang isinya tidak bertentangan dengan 

undang-undang dasar.37 Bahan hukum ini berupa: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 

1979, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143. 

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886. 

 
35 Ibid., hlm. 60 
36 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 

2013, hlm 158 
37 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 47 
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4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan nasional, Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 

2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301. 

5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Nomor 150 

Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067 

6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang 

Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 

2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967. 

7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, Lembaran Negara Nomor 114  Tahun 2009. 

8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak, Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 

2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606. 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara 

Nomor 68 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5294. 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang 

Jaminan Kesehatan, Berita  Negara Nomor 231 Tahun 

2019, Tambahan Berita  Negara Nomor 6427. 



26 

 

 
 

11) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 

Program Keluarga Harapan, Berita Negara Nomor 192 

Tahun 2017. 

12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

Tentang Pelayanan Kesehatan Penjamin Kesehatan 

Nasional. 

13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program 

Indonesia Pintar, Berita Negara Nomor 158 Tahun 2020. 

14) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Program 

Indonesia Pintar, Berita Negara Nomor 373 Tahun 2022. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum ini sendiri yang memberikan petunjuk 

kepada peneliti yang berupa publikasi yang berkaitan dengan 

hukum yang berisikan dokumen yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan mengenai bahan hukum primer sendiri 

mencakup:38 

1) Buku-buku atau hasil karya ilmiah dari para sarjana 

2) Jurnal-jurnal Hukum 

 
38 Ibid., hlm 54 
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3) Hasil-hasil Penelitian yang berkaitan terhadap 

permasalahan yang diteliti. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan yang berisikan informasi-informasi yang memuat 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan 

tersebut dapat berupa bahan non hukum mempunyai relevan dengan 

objek dari permasalahan yang nantinya yang akan diteliti dengan 

tujuan dapat menambah daripada wawasan dan menambah sudut 

pandang peneliti.39 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti berfokus 

dalam mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal-jurnal 

dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.40 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan cara Studi kepustakaan (Library 

Research). 

Studi kepustakaan sendiri berfokus dengan memperoleh bahan 

hukum dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder juga 

terhadap bahan hukum tersier yang didapat yang berhubungan dengan 

 
39 Ibid., hlm 57 
40 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.64 
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masalah hukum yang ada pada penelitian ini. 41  Dalam artian 

mengumpulkan data/bahan hukum melalui data kepustakaan dengan 

cara membaca, melihat, mendengar dan melakukan pengumpulan 

bahan melalui media massa seperti internet yang bertujuan 

mendapatkan sumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, jurnal/artikel, atau koran, serta hasil penelitian yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini yang berkaitan 

dengan perlindungan hukum hak anak dalam penyelenggaraan 

administrasi pelayanan jaminan sosial itu sendiri.42 

Dengan harapan agar didapatnya suatu sistematis yang relevan 

terhadap tema penelitian dan juga dengan masalah yang sedang diteliti 

ini. Dengan studi kepustakaan diharapkan mendapatkan kejelasan 

tentang peraturan yang mengatur dan fakta yang terjadi terkait 

permasalahan yang diteliti. 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Penganalisisan sendiri digunakan untuk mengelola daripada 

bahan hukum itu sendiri dalam hal ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dalam penafsiran masalah ini dengan penerapan 

 
41 Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 

2012, hlm 68 
42Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 107 
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daripada suatu pendapat dari ahli hukum maupun dengan peraturan 

perundang-undangan berlaku dan data hasil wawancara yang 

berhubungan terhadap permasalahan yang diteliti tanpa melakukan 

justifikasi terhadap hasil dari penelitian. 43 

Pada penelitian normatif sendiri, pengelolaan daripada data itu 

sebenarnya hanya kegiatan menyesuaikan sistematisasi (Menyesuaikan 

dari suatu klasifikasi pada bahan-bahan hukum yang tertulis itu yang 

diharapkan dapat mempermudah saat penulis melakukan suatu analisis 

dari data) terhadap bahan-bahan hukum yang tertulis yang diharapkan 

oleh penulis sendiri. Hal ini dapat dicapai dengan cara: 

1. Mengumpulkan daripada bahan hukum yang dipakai. 

2. Mengelola daripada data yang didapatkan dari bahan hukum 

yang didapatkan. 

3. Setelah didapat bahan hukum, dilanjutkan dengan penganalisisan 

masalah dalam penelitian dengan peraturan yang sebenarnya 

dengan intererpretasi hukum berupa interp interpretasi retasi 

gramatikal, yaitu merupakan suatu teknik penganalisisan kata 

demi kata dalam perundang-undangan yang disesuaikan dengan 

kaidah hukum bahasa. 44  Dengan itu, penulis melakukan 

 
43 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.128 
44 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosifis dan Sosiologis), Jakarta: Toko 

Gunung Agung Jakarta,2002, hlm. 165 
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interpretasi gramatikal tersebut pada peraturan-peraturan yang 

terkait dengan perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan 

administrasi pelayanan jaminan sosial tersebut. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data beserta bahan 

hukum diolah dna dianalisis. Penarikan kesimpulan juga terbagi menjadi 2 

(dua) yaitu secara induktif dan deduktif.45 Penelitian ini memakai metode 

penarikan kesimpulan deduktif, dalam metode ini kesimpulan diambil 

daripada fakta-fakta yang mulanya bersifat umum menjadi hal yang 

bersifat khusus. Dalam permasalahan yang diteliti ini, permasalahan 

umum mengenai bagaimana perlindungan hak anak dalam 

penyelenggaraan administrasi pelayanan jaminan sosial dan bagaimana 

implikasi dari perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan administrasi 

pelayanan jaminan sosial. 

 

 

 

 

 

 

 
45 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.130 
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